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One of the Sustainable Development Goals (SDGs) objectives is to overcome climate change by preventing 
deforestation and forest degradation. Indonesia is a country with a high rate of deforestation and forest 
degradation. Therefore, this study aims to analyze stakeholders’ participation in addressing deforestation and 
forest degradation in transforming forest governance in Indonesia to achieve SDGs. This study applies a 
qualitative approach, and the data are collected through interviews and examination of documents. The collected 
data are analyzed by interactive models and theories relevant to the study. The findings of this study indicate 
that there has been a change in forest governance in Indonesia from top-down into bottom-up forest governance, 
prioritizing the principles of participatory governance. Indonesia's current forest governance system has 
involved multi-stakeholders in achieving transparent, accountable, and constitutional forest governance, 
favouring public interest. Furthermore, local, national, and international Civil Society Organizations (CSOs) 
also play a role and synergize with the government, private sector, community, and indigenous peoples to 
encourage improvements in forest governance in Indonesia. Finally, the business community plays a role in 
sustainable forest management to maintain forest resources and ecosystems. It can be concluded that forest 
management in Indonesia has led to participatory governance by involving stakeholders, leading to a 
distribution of roles, authorities, and responsibilities in forest governance in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
Sustainable Development Goals (SDGs) saat ini merupakan 

agenda yang telah diadopsi dan dilaksanakan di berbagai 

negara termasuk Indonesia. SDGs adalah langkah lebih lanjut 

dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disepakati 

dalam 200 tahun terakhir dan telah berakhir pada tahun 2015. 

MDGs kemudian diganti dengan SDGs sebagai bentuk 

peningkatan dan pengembangan program sebelumnya. Konsep 

pembangunan berkelanjutan menurut Komisi Brundtland 

adalah kemampuan untuk membuat pembangunan 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa ia memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

(Robert W. Kates, Thomas M. Parris, 2005).  

SDGs penting untuk dilaksanakan karena ada tiga dimensi 

yang menjadi fokus perhatian, yaitu pembangunan ekonomi, 

kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial (Sachs, 2012). Sachs 

(2012) lebih lanjut menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan 

SDGs ini membutuhkan adanya tata kelola yang baik di semua 

tingkatan, yaitu lokal, nasional, regional dan global. Oleh 

karena itu, SDGs yang rencananya akan dilaksanakan dari 

tahun 2015 hingga 2030, merupakan tujuan bersama yang akan 

diwujudkan bersama. Selanjutnya, menurut Monkelbaan(2019) 

dalam mewujudkan SDGs membutuhkan komitmen seluruh 

pemangku kepentingan dengan(1) membentuk dan 

mengkoordinasikan kepentingan berbagai pemangku 

kepentingan lintas isu; (2) memobilisasi tindakan kolektif 

berdasarkan visi bersama dan metanarrative pada 

pembangunan dan keberlanjutan; dan (3) membantu 

menciptakan pemahaman global bersama tentang isu-isu dan 

masalah yang dihadapi. 

Salah satu isu penting dalam SDGs ini adalah mengatasi 

perubahan iklim. Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap 

perubahan iklim dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan 

negara yang memiliki sumber daya hutan yang luas, yaitu 

sekitar 109 juta hektar pada tahun 2003 (WWF, 2009). Namun, 

hutan di Indonesia semakin berkurang setiap harinya. 

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia semakin meluas. 

Berikut pada gambar 1 data deforestasi di Indonesia dari tahun 

1990-2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Data deforestasi di Indonesia, periode 1990-2012 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup  

dan Kehutanan (2014) 
 

Akibat dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia 

menyebabkan krisis iklim dan bencana lingkungan serta 

merusak ekosistem kehidupan. Tingkat deforestasi tertinggi 

terjadi 3 daerah yakni di Kalimantan dengan 41.500 hektare, 

Nusa Tenggara 21.300 hektare, dan Sumatera 17.900 hektare. 

Studi tata kelola hutan di Indonesia telah dilakukan oleh 

beberapa sarjana dengan berbagai studi fokus seperti yang 

menganalisis REDD + (Agung, Galudra, Van Noordwijk, & 
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Maryani, 2014; Astuti & McGregor, 2015; Hein, J., & Faust, 

2014; dan Mulyani, M., & Jepson, 2013) desentralisasi dan tata 

kelola hutan (Bullinger & Haug, 2012; Gallemore, Di Gregorio, 

Moeliono, Brockhaus, & Dini Prasti, 2015; Sahide, M. A. K., 

Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., & Giessen, 2016; dan 

Wollenberg et al., 2006), dan menganalisis konflik dalam tata 

kelola hutan (Asihing, 2014; Fisher, Kim, Latifah, & Makarom, 

2017; Y Yasmi, Guernier, Colfer, & Guenier, 2009; dan Yurdi 

Yasmi & Schanz, 2010). 

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya 

adalah bahwa penelitian ini mencoba untuk mengekspresikan 

upaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan tata kelola 

hutan menggunakan pendekatan tata kelola partisipatif. 

Menurut Jessop (2003), tata kelola partisipatif adalah cara 

penting untuk mendefinisikan tujuan dengan memperkuat 

motivasi dan memobilisasi kapasitas untuk refleksi diri, 

pengaturan diri, dan koreksi diri. Sementara itu, Fung, A & 

Wright (2003) berpendapat bahwa pemerintahan partisipatif 

adalah bentuk pemerintahan kolaboratif yang secara khas 

menggabungkan partisipasi populer, pengambilan keputusan 

terdesentralisasi, fokus praktis, pertimbangan dan keterlibatan 

berkelanjutan, dan kerja sama antara pihak dan kepentingan 

yang sering menemukan diri mereka pada pertanyaan yang 

berlawanan dan sosial. Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa 

kolaborasi dari para pemangku kepentingan mutlak diperlukan 

untuk tata kelola partisipatif. 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam 

mengatasi deforestasi dan degradasi hutan dalam konteks 

transformasi tata kelola hutan di Indonesia untuk mewujudkan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menilik 

partisipasi stakeholders sebelumnya masih belum terjadi 

sinergitas dan terintegrasi sehingga belum terjalin kolaborasi 

yang baik. Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka 

memahami upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan 

dalam membangun tata kelola hutan yang baik di Indonesia 

sehingga masalah degradasi dan deforestasi dapat 

diminimalisir. 

 

METODE  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Bryman (2012), penelitian kualitatif adalah strategi penelitian 

yang biasanya menekankan daripada kuantifikasi dalam 

pengumpulan dan analisis data. Berg (2001) menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif dengan benar menetapkan jawaban 

atas pertanyaan dari memeriksa berbagai pengaturan sosial dan 

individu yang menghuni pengaturan ini. Selanjutnya, 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

yang diusulkan oleh Creswell (2014), yaitu dengan wawancara 

kualitatif dan dokumen kualitatif. Wawancara ini adalah 

pendapat informan atau peserta pada fokus penelitian yang 

diteliti. Lokus penelitian ini adalah Indonesia dengan 

mendeskripsikan dan menganalisis beberapa kasus seperti di 

Provinsi Riau, Papua, dan Kalimantan. Khusus mengenai 

wawancara dilakukan pada informan kunci yakni Dirjen 

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup KLHK, 

dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.  Sementara itu, informan 

tambahan dalam studi ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau, 

Walhi Riau dan anggota Pansus Monitoring lahan DPRD 

Provinsi Riau. Sementara itu, studi dokumen berasal dari buku, 

artikel di jurnal, laporan, dokumen pemerintah, dan artikel di 

media massa dan media online. Kemudian analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model interaktif. Houghton, 

Murphy, Shaw, & Casey (2015) menyatakan bahwa model 

interaktif dapat dijelaskan dalam gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Interaktif 

Sumber: Miles, Huberman& Saldaña (2014) 

 

Data yang dikumpulkan baik dari wawancara maupun data 

dokumen dari informan penelitian akan diringkas dan 

ditampilkan. Kondensasi data ini mengacu pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan / atau 

mengubah data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, 

dokumen, dan dokumen empiris lainnya. Kegiatan berikutnya 

adalah menampilkan data yang berarti mengumpulkan 

informasi dan menampilkannya secara sistematis. 

Pengumpulan data yang dikumpulkan, dipilih dan ditampilkan 

secara sistematis dan terorganisir berguna untuk kegiatan lebih 

lanjut dalam analisis data, yaitu memverifikasi dan 

menggambarkan data dengan interpretasi berdasarkan teori 

yang relevan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tujuan dan tata kelola Pembangunan Berkelanjutan terkait 

dengan dua hal, pertama, tata kelola dan kebutuhan 

kelembagaan untuk mendukung tindakan, implementasi, dan 

peninjauan SDGs, dan kedua, perbaikan tata kelola yang 

bekerja pada SDGs dapat mempromosikan dan mengejar 

(Monkelbaan, 2019). Sementara itu, Kooiman (2003) kemudian 

menjelaskan tata kelola pemerintahan, yang disebut 

pemerintahan sosial-politik, yaitu 'kolektif'. Kolektif tidak 

dalam arti bahwa perawatan dan pengembangan kegiatan ini 

dipandang sebagai tugas publik ('negara'), tanggung jawab 

sektor swasta ('pasar'), atau sektor ketiga ('masyarakat sipil') 

Secara terpisah, tetapi sebagai serangkaian tanggung jawab 

bersama. Jadi untuk mengatasi perubahan iklim yang 

merupakan tantangan global membutuhkan banyak pemangku 

kepentingan untuk terlibat (Fröhlich, J., & Knieling, n.d.). 
 

Keterlibatan Masyarakat dan Masyarakat Adat dalam Tata 

Kelola Hutan 
Kebijakan tata kelola hutan di Indonesia Selama periode 

Orde Baru itu dikendalikan secara terpusat oleh Pemerintah 

Pusat. Pengelolaan hutan yang berpusat pada pemerintah ini 

menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan 

kehutanan yang mengakibatkan deforestasi yang luas dan 

degradasi hutan selama Orde Baru. Reformasi yang berlangsung 

pada tahun 1998 memberikan harapan untuk reformasi dalam 

pengelolaan hutan di Indonesia. Pada awal reformasi UU, No. 

41 tahun 1999 didirikan yang memberikan kewenangan dalam 
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pengelolaan hutan tidak hanya kepada Pemerintah Pusat, tetapi 

juga kewenangan Pemerintah Daerah. 

Tidak hanya kewenangan Pemerintah Daerah, tata kelola 

hutan di Indonesia kini melibatkan partisipasi dari masyarakat 

dan masyarakat adat. Salah satu instrumen kebijakan yang 

menegaskan keterlibatan masyarakat dan masyarakat adalah 

kebijakan terkait perhutanan sosial. Pada prinsipnya, kebijakan 

perhutanan sosial ini mengadopsi prinsip pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat (CBFM). CBFM dapat menggunakan 

bentuk praktik kehutanan yang disetujui pemerintah yang 

melibatkan pengguna hutan langsung dalam proses 

pengambilan keputusan umum dan kegiatan kehutanan, yang 

membutuhkan otonomi pengambilan keputusan untuk 

mengarahkan pengguna hutan dalam menetapkan tujuan, 

kontrol lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan 

kepemilikan manfaat hutan (Nath, T. K., Jashimuddin, M., & 

Inoue, 2016). Kebijakan perhutanan sosial ini sudah ada sejak 

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada 2007. 

Penerapan kebijakan perhutanan sosial ini menjadi bukti 

bahwa tata kelola hutan kini mulai berorientasi pada 

masyarakat dan masyarakat adat. Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan 

Sosial memberikan akses dan hak kepada masyarakat dan 

masyarakat adat untuk mengelola hutan. 

Hutan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial 

ini adalah sebagai berikut: (1) Hutan Desa (HD) adalah hutan 

negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk 

kesejahteraan desa, jika permohonan disetujui, maka hak 

pengelolaan hutan desa (HPHD) akan dikeluarkan sebagai 

bentuk pengakuan pemerintah terhadap masyarakat untuk 

mengelola hutan dan fungsi hutan yang dapat menjadi hutan 

desa adalah hutan produksi dan hutan lindung; (2) Hutan 

Masyarakat (HKm) yaitu hutan negara yang pemanfaatannya 

terutama ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, dan 

jika disetujui, aplikasi tersebut kemudian akan mendapatkan 

izin usaha pemanfaatan hutan masyarakat (IUPHKm). Fungsi 

hutan yang dapat menjadi objek HKm adalah hutan produksi 

dan hutan lindung; (3) Hutan Tanaman Masyarakat (HTR) 

adalah perkebunan di hutan produksi yang dibangun oleh 

kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan 

kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk 

memastikan kelestarian sumber daya hutan. Pemohon yang 

dikabulkan permohonan akan mendapatkan izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat (IUP HHK-HTR); 

(4) Kemitraan, yaitu kerja sama antara masyarakat lokal dan 

pengelola hutan, pemegang izin pemanfaatan jasa 

kehutanan/hutan, penggunaan izin hutan, atau pemegang izin 

usaha hasil hutan primer. Kemitraan atau kerja sama ini dapat 

dilakukan di semua jenis hutan, baik itu hutan produksi, hutan 

lindung atau hutan konservasi; dan (5) Hutan Adat, yaitu hutan 

yang tidak berada di dalam kawasan hutan negara tetapi berada 

di dalam hutan yang tepat. Hutan adat adalah hutan yang 

berada di dalam wilayah masyarakat adat. Artinya pengelolaan 

hutan penuh berada di tangan masyarakat adat (Firdaus, 2018). 

Kebijakan perhutanan sosial ini merupakan bentuk 

reformasi tenurial di Indonesia dengan memperkuat partisipasi 

masyarakat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. 

Pemerintah periode 2014-2019 menargetkan 12,7 juta hektar 

hutan dalam skema perhutanan sosial. Realisasi program 

Perhutanan Sosial ini umumnya meningkat selama tiga tahun 

terakhir (2015 hingga 2018). Selama periode ini, izin yang 

dikeluarkan kepada masyarakat untuk mengelola hutan 

mencapai 1.558.453,58 hektar, yang terdiri dari 969.215,18 

hektar untuk kawasan Hutan Desa (HD), 337.142,51 hektar 

untuk area HKm, 99.709,87 hektar untuk daerah tersebut. 

HTR; 102.000,08 hektar untuk hutan kemitraan, 22.435,59 

hektar untuk luas  Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial 

(IPHPS); dan seluas  27.950.3493 hektar untuk Hutan Adat 

(Forestry, 2018). 

Melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini 

memberikan manfaat bagi lingkungan global seperti 

mengurangi deforestasi dan melestarikan keanekaragaman 

hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal 

(Bowler et al., 2012). Argumen Bowler (2012) secara empiris 

dibuktikan dengan penerapan kebijakan perhutanan sosial di 

mana masyarakat mendapatkan akses pengelolaan hutan 

melalui perizinan sehingga dapat mengurangi kemiskinan di 

sekitar wilayah  perhutanan sosial di Indonesia. Dewi (2018) 

menyatakan bahwa adanya kebijakan perhutanan sosial akan 

meningkatkan kapasitas petani melalui kerja sama dengan 

koperasi dan mitra usaha lainnya sehingga kesejahteraan petani 

dapat terwujud sekaligus melestarikan hutan. 

Reformasi tenurial melalui skema perhutanan sosial ini 

merupakan bentuk konkret Dari Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat (CBFM). Keterlibatan masyarakat dan masyarakat 

adat dalam pengelolaan merupakan bentuk inovasi 

pemberdayaan untuk mengatasi perubahan iklim. Tanggung 

jawab pengelolaan hutan saat ini tidak hanya dikendalikan oleh 

pemerintah, tetapi juga masyarakat dan masyarakat adat juga 

memiliki hak dan kewajiban dalam melindungi lingkungan 

hutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan hak 

pengelolaan hutan kepada masyarakat dan masyarakat adat 

sehingga berperan aktif dalam upaya pengelolaan hutan 

berkelanjutan. 
 

Jaringan Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Hutan 
Berkelanjutan 

Keterlibatan Civil Society Organizations (CSO) saat ini 

sangat intens dan aktif dalam mewujudkan hutan lestari. Hal 

ini menunjukkan bahwa telah terjadi reformasi dalam 

pengelolaan hutan yang sebelumnya dinyatakan sentris. 

Berbagai hal telah dilakukan oleh CSO baik dari dalam negeri, 

maupun yang berasal dari luar negeri. Koalisi dan kerja sama 

antara CSO telah melahirkan berbagai program dan kebijakan 

yang mendukung upaya pengelolaan hutan berkelanjutan. 

Salah satu bukti empiris program yang cukup signifikan dalam 

mengubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia adalah 

program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan melalui 

Perbaikan Tata Kelola). Program tata kelola lingkungan 

Setapak Dari Asia Foundation bekerja untuk meningkatkan 

tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Program ini 

mempromosikan tata kelola hutan dan lahan yang baik sangat 

penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang 

didistribusikan secara berkelanjutan dan merata. Program ini 

merupakan tahap pertama dari 2012 hingga Juli 2015, dan 

sekarang tahap kedua berjalan hingga Maret 2020. Program 

SETAPAK saat ini bekerja dengan lebih dari 60 Organisasi 

Masyarakat Sipil (CSO) (SETAPAK, 2018). 

Keberhasilan program SETAPAK yang dilakukan oleh 

jaringan CSO pada tahap 2 telah disampaikan di Forestival 4 

sebagai berikut: 



JURNAL PUBLIC POLICY - VOL. 7 NO. 2 (2021) MEI-OKTOBER 

 

https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3882  Auradian Marta 125 

1. Membuat 239 kebijakan terkait Izin Perhutanan Sosial, 

Transparansi, Perencanaan Kawasan (RTRW) dan 

kebijakan terkait, penganggaran, kebijakan mediasi 

konflik, Moratorium, hak-hak masyarakat tradisional, dan 

lain-lain untuk membenahi Pengelolaan Hutan dan Lahan. 

2. 16% izin yang melanggar aturan telah dihapus secara 

nasional melalui Korsup Minerba (Koordinator dan 

Pengawasan Sektor Mineral dan Batubara) KPK.  

3. Berkontribusi 13% terhadap 1,72 juta pendapatan di 

Perhutanan Sosial secara nasional. Dimana 222.385 hektar 

telah disetujui untuk dikelola oleh warga melalui berbagai 

Rencana Perhutanan Sosial, serta 20 proposal tambahan 

untuk mendapatkan Izin Perhutanan Sosial telah diajukan 

(SETAPAK, 2018). 

Sementara itu, aliansi CSO di tingkat lokal dan nasional 

berusaha untuk mengadvokasi kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Huma dan jaringan CSO 

mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional dan regional. Pada 

advokasi kebijakan tingkat nasional dilakukan terhadap RUU 

Masyarakat Adat, Rencana Perdagangan UU Kehutanan, 

Judicial Review Perpres 88/2017, dan Judicial Review PP 

Nomor 24/2018. Sementara itu, advokasi kebijakan daerah yang 

dilakukan pada tahun 2018 adalah penyusunan rancangan 

peraturan gubernur tanah adat di Provinsi Riau, penyusunan 

masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser, Kalimantan 

Timur, penyusunan Peraturan Provinsi masyarakat adat Papua 

Barat, dan menyusun hukum adat di Teluk Bintuni Papua Barat 

(HuMa, 2018).  

Selain mengadvokasi kebijakan, koalisi CSO juga 

mengawasi pengembangan dan pengelolaan hutan di Indonesia. 

Pemantauan yang dilakukan oleh aliansi CSO bertujuan untuk 

memastikan bahwa pengembangan sektor kehutanan 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya 

penyelamatan hutan dan lingkungan. Pengawasan yang 

dilakukan oleh CSO juga diikuti dengan mendorong upaya 

penegakan hukum terhadap semua kegiatan perusakan 

lingkungan, terutama yang dilakukan oleh korporasi. 

Jikalahari, Walhi Riau, dan WWF Riau telah melakukan 

investigasi dan melaporkan sebanyak 49 korporasi yang 

terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di 

Provinsi Riau (Forest, 2016). Satu hal yang perlu diperkuat 

dalam tata kelola hutan partisipatif adalah melibatkan multi 

pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap 

segala bentuk pelanggaran dalam pengelolaan hutan. 

Penegakan hukum bekerja untuk mempromosikan supremasi 

hukum dan mencegah kegiatan hutan ilegal dan membantu 

mencegah korupsi dan pencucian uang dan pencucian uang di 

sektor kehutanan. Korupsi dalam produk kehutanan dan sektor 

industri berbasis lahan membuat kerugian besar pada 

pendapatan negara. Pada tahun 2012, kerugian negara 

diperkirakan mencapai 273.924 triliun menurut rilis 

Kementerian Kehutanan (Mongabay, 2019). 

Terakhir, peran CSO dalam berpartisipasi dalam 

menyelesaikan konflik kehutanan yang terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia. Penyelesaian konflik kehutanan dilakukan 

oleh berbagai pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga 

keterlibatan LSM dan masyarakat setempat. Contoh 

keterlibatan CSO dalam penyelesaian konflik hutan yang 

terjadi di Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu, Kalimantan. LSM 

seperti Kelompok Kerja Penguasaan Lahan Hutan (WGT) dan 

Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) telah 

bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti 

pemerintah daerah, sektor swasta, pemimpin tradisional, dan 

masyarakat setempat, dalam menyelesaikan konflik kehutanan 

di Kalimantan. Tidak hanya itu, tetapi juga mediasi dengan 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, LSM ini juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan agar penyelesaian konflik dapat diselesaikan 

(FORCLIME, 2016). Selanjutnya, koalisi LSM yaitu Walhi 

Riau, Serikat Petani Riau, PRD Riau, JMGR, Jikalahari, 

Greenpeace, Kabut, TII Riau, Scale Up, dan Rumah Pohon 

memiliki kontribusi terhadap penyelesaian konflik kehutanan 

di Provinsi Riau khususnya konflik di Pulau Padang (Saturi, 

2012). 

Jaringan CSO di tingkat lokal, nasional dan internasional 

telah berkontribusi pada pengelolaan hutan berkelanjutan di 

Indonesia. CSO telah bersinergi dengan pemerintah, akademisi, 

tokoh adat, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengejar tata 

kelola hutan yang baik di Indonesia. Menurut Heinelt (2010) 

dalam pemerintahan partisipatif, peran masyarakat sipil adalah 

menjadi intermediasi kepentingan. Inilah yang dilakukan CSO 

dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, advokasi 

kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian 

konflik. Strategi ini diterapkan oleh CSO dan koalisi-nya untuk 

mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan membawa 

manfaat bagi masyarakat. 
 

Kontribusi Swasta untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan 
Berkelanjutan 

Kemitraan dalam tata kelola hutan diperlukan tanpa 

kecuali untuk sektor swasta. Peran sektor swasta sangat 

penting dalam mewujudkan tata kelola hutan yang baik karena 

selama ini perusahaan telah berkontribusi terhadap deforestasi 

dan degradasi hutan di Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian 

dari pihak swasta dalam mengurangi dampak perubahan iklim, 

diperlukan transformasi tata kelola hutan. Upaya yang 

dilakukan oleh sektor swasta untuk berpartisipasi dalam 

mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah dengan 

mengikuti standar atau sertifikasi dalam mendukung kebijakan 

nol deforestasi. Beberapa bentuk sertifikasi diikuti oleh 

perusahaan, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah 

standar global yang dirilis pada tahun 2007. Pada tahun 2013 

revisi prinsip-prinsip RSPO wajib bagi perusahaan untuk 

disertifikasi. Prinsip-prinsip ini adalah (1) Komitmen terhadap 

transparansi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, (3) Komitmen terhadap kelangsungan hidup 

ekonomi dan keuangan jangka panjang, (4) Penggunaan 

praktik terbaik yang tepat oleh petani dan penggilingan, (5) 

Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam 

dan keanekaragaman hayati, (6) Pertimbangan karyawan yang 

bertanggung jawab, dan individu dan masyarakat yang terkena 

dampak petani dan pabrik, (7) Pengembangan penanaman baru 

yang bertanggung jawab, dan (8) Komitmen untuk terus 

meningkatkan bidang kegiatan utama (RSPO., 2013). 

Total luas yang telah disertifikasi oleh RSPO pada tahun 

2017 secara keseluruhan adalah 1.719.606 hektar. Berdasarkan 

data RSPO, terdapat 139.123 petani kecil mandiri dengan luas 

lahan bersertifikat333.345 hektare. petani kecil mandiri di 

Indonesia, telah menerima 111.816 sertifikasi dengan luas 

190.064 hektare per 30 Juni 2017. Hingga 30 November 2017, ada 

tambahan 10 kelompok petani kecil mandiri yang memperoleh 
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sertifikat RSPO, yang tersebar di Riau, Jambi, Kalimantan 

Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Total luas  

4.358 hektar dengan 1.761 petani (Mongabay, 2017). 

Selanjutnya, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah 

diakomodasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 

Tahun 2015. Melalui kebijakan ini, perusahaan perkebunan 

swasta dan negara diharuskan memiliki sertifikasi ini, 

sementara perkebunan mandiri masih bersifat sukarela di ISPO. 

Implementasi ISPO telah dimulai sejak 2011. Capaian ISPO 

tersebut dijelaskan oleh Komisi ISPO yang menerbitkan 

sebanyak 502 Sertifikat ISPO yang terdiri dari 493 perusahaan, 

5 Koperasi Swadaya, dan 4 KUD Plasma. Sebanyak 502 

sertifikat mencakup total luas  4.115.434 Ha, dengan pabrik 

produksi seluas  2.765.569 Ha, total produksi TBS 52.209.749 

ton/ tahun dan CPO 11.567.779 ton / tahun, dan produktivitas 

18,81 ton / ha. (Beritasatu, 2019).  

Sertifikasi RSPO dan ISPO ini tidak secara langsung 

menyelesaikan masalah tata kelola hutan di Indonesia. Namun, 

sertifikasi ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif 

dari pengembangan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat 

dan ekosistem sekitarnya. Penelitian dari Carlson et al. (2018) 

mengenai dampak RSPO terhadap deforestasi dan kebakaran di 

Indonesia menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO memberikan 

indikator untuk memandu pelanggan menuju pembelian 

minyak sawit yang terkait dengan hilangnya tutupan pohon 

tinggi dan hutan primer yang lebih rendah baru-baru ini, serta 

insiden kebakaran. Mereka menemukan bahwa deforestasi 

yang lebih rendah yang terkandung dalam produk bersertifikat 

sebagian besar dihasilkan dari sertifikasi yang condong ke 

perkebunan dengan sedikit hutan yang tersisa. Dampak 

signifikan dari sertifikasi deforestasi menunjukkan bahwa 

tingkat sertifikasi yang lebih tinggi dapat menghasilkan 

perlindungan hutan yang lebih besar. 

Kemudian, tanggung jawab perusahaan masyarakat dan 

lingkungan dalam tata kelola hutan dilakukan dalam bentuk 

rehabilitasi dan konservasi hutan, serta restorasi kawasan 

gambut. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai 

implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

PT SMART Tbk (SMART) berkomitmen melindungi hutan 

High Carbon Stock (HCS) dan High Conservation Value 

(HCV) seluas 9.457 hektar (Tbk., 2019). Selanjutnya, PT Agro 

Lestari Mandiri (PT AMNL) di Kalimantan Barat menggarap 

proyek gambut seluas 2.626,17 hektar (Tbk., 2016). Rehabilitasi 

gambut ini merupakan bagian dari keterlibatan dan kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan akibat dampak eksplorasi 

perkebunannya. 

Namun, tentu saja peran korporasi ini dalam pengelolaan 

hutan di Indonesia masih minim dibandingkan kerusakan yang 

ditimbulkannya. Namun, ini merupakan optimisme bagi tata 

kelola hutan lestari, jika kegiatan perusahaan didukung oleh 

pengawasan intensif dari pemerintah, CSO, dan masyarakat. 

Pemberdayaan berbagai pemangku kepentingan dalam tata 

kelola hutan akan mampu menghimpun energi dan sumber 

daya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan partisipatif 

menurut Heinelt dalam Grote, J. R., & Gbikpi (2002), yaitu 

bersama-sama dengan “empowerment” dan “enabling”. 

Keterlibatan multi-aktor dengan pembagian peran dan 

tanggung jawab, keterbukaan, dan koordinasi sudah mulai 

dilakukan dalam tata kelola hutan di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 
Tata hutan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja sama dengan 

berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan tata kelola 

kehutanan di Indonesia pasca reformasi yang lebih 

menekankan pada paradigma partisipatif. Partisipasi dari multi 

stakeholder seperti masyarakat, masyarakat adat, aliansi LSM, 

dan korporasi dapat membangun sinergi dan sumber daya yang 

ada dalam mewujudkan tata kelola hutan lestari. Masyarakat 

dan masyarakat adat kini diberikan hak untuk mengelola hutan 

dengan diakui secara hukum oleh Pemerintah. Sementara itu, 

aliansi LSM berhasil menjadi intermediasi yang berkepentingan 

melalui perannya dalam melakukan advokasi kebijakan, 

pengawasan dan mendukung upaya penegakan hukum 

terhadap segala bentuk pelanggaran pengelolaan hutan. Peran 

CSO di tingkat lokal dan nasional juga berperan dalam 

penyelesaian konflik hutan melalui jejaring dengan berbagai 

pihak. Terakhir, pihak swasta memiliki tanggung jawab 

terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. 

Sertifikasi usaha perkebunan, rehabilitasi hutan, dan CSR 

merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap tata kelola 

hutan lestari di Indonesia. 
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